
e w e . "  
----- 

7e 2012 

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR 

NOMOR 3 TAHUN 2012 

TEN'TANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEMAT ANGSIANTAR, 

Menimbang 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara 
kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan, maka perlu dilalrukan perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2012; 

b. bahwa untuk memenuhi maksud ·huruf a, maka perlu 
menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, dalam suatu 
Peraturan Daerah. 

Mengingat... 
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Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 · tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, . Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang . . .  
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 

1 l.Undang-Undang . . .  
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1 1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3328); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131 ,  Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 

16.Peraturan . . .  
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Pen era pan· Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

23.Peraturan . . .  
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tam:bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011 ;  

29.Peraturan . . .  
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 ·Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 
Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau; 

3 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah; 

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 
Tahun 2010 ten tang Pengesahan Pemberhentian dan 
Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar 
Provinsi Sumatera Utara; 

34. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2010 ten tang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan 
Pemerintah Kota Pematangsiantar; 

36.Peraturan . . .  
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36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota 
Pematangsiantar; 

37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas­ 
Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar 
Nomor 2 Tahun 2011 ;  

38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, 
sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Daerah Kota 
Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011 ;  

39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 
2010 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan di Kota Pematangsiantar; 

40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 
2010 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kelurahan di Kota Pematangsiantar; 

41 .  Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar; 

42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah; 

43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah; 

44.Peratu.ran .. .  
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44. Peraturan Daerah Kota. Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2010 ­ 

2015; 

45. Peraturan Daerah Kota. Pematangsiantar Nomor l Tahun 
2012 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012; 

46. Peraturan Daerah Kota. Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

PEMATANGSIANTAR 

dan 

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR 

MEMU TUSKAN : 

Menetapkan : 

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR 

TEN'TANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pematangsiantar Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah 
Rp. 657.341.315.545,53 berta.mbah sejumlah Rp. 
42.220.222.876,19 sehingga menjadi Rp. 699.561.538.421,72 
dengan rincian sebagai berikut: 

l.Pendapatan ... 

I  

Vt 
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1 .  Pendapatan 

a. Semula Rp. 649.554.160.632,­ 

b. Bertambah Rp. 38.164.186.801,­ 

Jumlah Pendapatan 

setelah Perubahan Rp. 687.718.347.433,­ 

2. Belanja: 

a. Semula Rp. 657.341.315.545,53 

b. Bertambah Rp. 42.220.222.987,19 

Jumlah Belanja 

setelah Perubahan Rp. 699.561.538.421,72 

Defisit setelah 

Perubahan (Rp. l 1.843.190.988,72) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan 

1) Semula 

2) Berkurang 

Rp. 18.787.154.913,53 

(RD. 977.282.201,08) 

Jumlah Penerimaan 

setelah Perubahan Rp. 17.809.872.712,45 

b.Pengeluaran .. .  
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b. Pengeluaran 

1) Semula Rp. 11.000.000.000,­ 

2) Berkurang (RD. 5.033.318.276,2 

Jumlah Pengeluaran 

setelah Perubahan Rp. 

Jumlah Pembiayaan 

Netto setelah Perubahan Rp. 11.843.190.988,72 

5.966.681.723,73 

Sisa lebih Pembiayaan 

Anggaran setelah Perubahan Rp. N I H I L  

Pasal2 

(l).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula Rp. 60.031.590.114,­ 

2) Berkurang (Rp. 885.282.031,-) 

Jumlah Pendapatan Asli 

Daerah setelah Perubahan Rp. 59.146.308.083,­ 

b. Dana Perimbangan 

1) Semula Rp. 478.399.577.915,­ 

2) Bertambah Rp. 13.241.405.152,- 

Jumlah Dana Perimbangan 

setelah Perubahan Rp. 491.640.983.067,­ 

c.Lain-lain . . .  
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

1) Semula Rp. lll.122.992.603,- 

2) Bertambah Rp. 25.808.063.680,­ 

Jumlah Lain-lain 

Pendapatan Daerah 

yang Sah setelah Perubahan Rp. 136.931.056.283,- 

(2).Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah 

1) Semula Rp. 21.625.000.000,­ 

2) Bertambah p. O,­ 

Jumlah Pajak Daerah 

setelah Perubahan Rp. 21.625.000.000,- 

b. Retribusi Daerah 

1) Semula Rp. 24.768.077.000,- 

2) Bertambah Rp. 226.348.000,­ 

Jumlah Retribusi 

Daerah setelah Perubahan Rp. 24.994.425.000,- 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1) Semula Rp. 7.978.513.114,­ 

2) Berkurang [RD. 1,208.050.374,-) 

Jumlah .. .  
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

1) Semula Rp. 5.660.000.000,­ 

2) Bertambah Rp. 96.420.343,­ 

Jumlah Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula Rp. 429.632.177.000,­ 

2) Bertambah p. 0,­ 

Jumlah Dana Alokasi 

Umum setelah Perubahan Rp. 429.632.177.000,­ 

c.Dana . . .  

Page43 

6.770.462.740,­ 

5.756.420.343,­ 

33.561.726.067,­ 

yang sah setelah Perubahan Rp. 

Jumlah Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan setelah Perubahan Rp. 

(3).Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Hasil Bukan Pajak 

1) Semula Rp. 20.320.320.915,­ 

2) Bertambah RD. 13.241.405.152,­ 

Jumlah Dana Bagi 

Hasil Pajak / Hasil 

Bukan Pajak setelah 

Perubahan Rp. 



c. Dana Alokasi Khusus 

1) Semula Rp. 28.447.080.000,- 

2) Bertambah Rp. O,­ 

Jumlah Dana Alokasi 

Khusus setelah 

Perubahan Rp 

(4).Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis 

pendapatan 

a. Penerimaan Dari Pemerintah 

28.447.080.000,­ 

1) Semula 

2)Bertambah 

Rp. 

Rp. 

40.035.463.320,­ 

22. 110.803.680,­ 

Jumlah Penerimaan 

Dari Pemerintah 

setelah Perubahan Rp. 

b. Penerimaan Dari Provinsi 

62.146.267.000,- 

1) Semula 

2)Bertarnbah 

Rp. 71.087.529.283,­ 

RD. 3.697.260.000,­ 

Jumlah Penerimaan 

Dari Pemerintah 

setelah Perubahan Rp. 74.784.789.283,- 

Pasal 3 . . .  
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Pasal 3  

(l).Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri d ari :  

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula Rp. 427.474.404.924,67 

2) Bertambah Rp. 19.849.296987,19 

Jumlah Belanja 

Tidak Langsung 

setelah Perubahan Rp. 447.323.701.911,86 

b. Belanja Langsung sejumlah 

1) Semula Rp. 229.866.910.620,86 

2) Bertambah Rp. 22.370.925.889,- 

Jumlah Belanja Langsung 

setelah Perubahan Rp. 252.237.836.509,86 

(2).Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada 
v 

ayat (1)  huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula Rp. 408.792.042.746,67 

2) Bertambah Rp. 17.875.416.901,92 

Jumlah Belanja Pegawai 

setelah Perubahan Rp. 426.667.459.648,59 

b.Belanja . . .  
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Rp. 5.520.700.000,­ 

4.835.000.000,­ 

400.000.000,- 

Rp. 

b. Belanja Bunga 

1) Semula Rp. 400.000.000,- 

2) Bertambah Rp. O,­ 

Jumlah Belanja Bunga: 

setelah Perubahan Rp. 

c. Belanja Hibah 

1) Semula Rp. 5.145.000.000,- 

2) Bertambah RD. 375.700.000,­ 

Jumlah Belanja Hibah 

setelah Perubahan 

d. Belanja Bantuan Sosial 

1) Semula Rp. 4.715.000.000,- 

2) Bertambah Rp. 120.000.000,­ 

Jumlah Belanja 

Bantuan Sosial 

setelah Perubahan 

9.900.542.263,27 

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah 

1) Semula Rp. 8.422.362.178,­ 

2) Bertambah Rp. 1.478.180.085,27 

Jumlah Belanja Tidak 

Terduga setelah 

Perubahan Rp. 

(3)Belanja . . .  
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(3).Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula 

2)Bertambah 

Rp. 42.532.039.684,­ 

Rp. 1.169.692.980­ 

Jumlah Belanja Pegawai 

setelah Perubahan Rp. 43.701.732.664,- 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula Rp.88.202.243.566,59 

2) Bertambah Rp.10.622.755.009,- 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa 

setelah Perubahan Rp 98.824.998.575,59 

c. Belanja Modal 

1) Semula 

2)Bertambah 

Rp. 

Rp. 

99.132.627.390,27 

10.578.477.880,- 

Jumlah Belanja Pegawai 

setelah Perubahan Rp. 109.711.105.270,27 

Pasa14 

(l).Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 terdiri dari : 

a.Penerimaan 

l)Semula . . .  
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1) Semula 

2) Berkurang 

Rp. 

(Rp. 

18.787.154.913,53 

977.282.201,08) 

17.809.872.712,45 

11.000.000.000,­ 

2) Berkaurang (RD. 5.033.318.27627 

Jumlah Penerimaan 

setelah Perubahan Rp. 

b. Pengeluaran 

1) Semula Rp. 

Jumlah Penerimaan setelah 

Perubahan Rp. 5.966.681.723,73 

(2) .Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya (SILPA) 

1) Semula Rp. 18.787.154.913,53 

2) Berkurang (Rp. 977.282201,08) 

Jumlah SILPA Tahun 

Anggaran setelah 

Perubahan Rp. 17.809.872.712,45 

(3).Pengeluaran sebagaimana dimaksµd pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Daerah 

l)Semula . . .  
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1) Semula 

2) Berkurang 

Rp. 

(Rp. 

9.000.000.000,- 

5.033.318.276,27) 

Jumlah Penyertaan Modal 

( lnvestasi ) Pemerintah Daerah 

setelah Perubahan Rp. 3.966.681.723,73 

b. Pembayaran Pokok Utang 

1) Semula Rp. 1.000.000.000,­ 

2) Bertambah p. O,- 

Jumlah Pembayaran Pokok 

Utang setelah Perubahan Rp. 

c. Investasi Dana Bergulir bagi Pelaku UKM 

1) Semula Rp. 1.000.000.000,­ 

2) Bertambah Rp. 0,- 

Jumlah Investasi Dana 

Bergulir bagi Pelaku UKM 

1.000.000.000,­ 

setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,- 

Pasal 5 . . .  
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Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal l, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari : 

1 .  Lampiran I 

2. Lampiran II 

Ringkasan Perubahan APBD; 

Ringkasan Perubahan APBD menurut 

Urusanan Pemerintah Derah dan 

Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja 

menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Program 

dan Kegiatan; 

5.Lampiran V . . .  
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5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja 

Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan 

dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun 

anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran ini; 

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan 

Obligasi. 

Pasal 6 . . .  
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LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2012 NOMOR 3 

Pa sa1 6  

Ditetapkan di Pematangsiantar 
pada tanggal 20 Nopember 2012 
WALIKOTA PEMAT ANGSIANTAR, 

dto 

HULMAN SITORUS 
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Peraturan 
Anggaran 

Landasan 

memerintahkan 
ini dengan 

Daerah Kota 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Daerah 
penempatannya dalam Lembaran 
Pematangsiantar. 

Walikota Pematangsiantar menetapkan 
Walikota tentang Penjabaran Perubahan 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
Operasional Pelaksanaan. 

Pa sal 7  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 
tanggal 1 April 2012 

Diundangkan di Pematangsiantar 
pada tanggal 20 .Nopember 2012 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, 

dto 

DONVER PANGGABEAN 


